
SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2011

i

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1O TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa tempat parkir kenderaan bermotor terus bertambah
jumlahnya sejalan dengan peningkatan perekonomian dan

perkembangan daerah;

b. bahwa tempat parkir kenderaan bermotor diluar badan jalan yang

diselenggarakan oleh orang atau badan hukum memiliki potensi

untuk meningkatkan pendapatan daerah;

c. bahwa dengan diterapkannya undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah, tempat parkir

diluar badanlalan merupakan salah satu jenis pungutan pajak yang

dapat diberlakukan di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf c pLrlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Pajak Parkir.

1. Undang-undang Nomor '19 Tahun 1997 tentang Penagihanfajak
dengari Surat p:afsa (Lembaran Negara Republk lndonesia Tahun

tggT Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang

Nomor 1g Tahun 21000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan. Paiak d"!q?l
Surat Fatsa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000

Nomor 12g, Tambahan Leirbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3987),

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2oQ2 tentang Pengadilan Ptry
(LembJran rueiara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomat 27,

Tambahan Lenibaran Negara Republik lndonesia Nomor 4189);

3.Undang.UndangNomor2Tahun2003tentangPembentukan
Kabuplten Taiah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi



Kalimantan setatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2003 Nomor ZZ,ianibanan Lembaian Negara Republik lndonesia

Nomor a265);

4. undang-Undang Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

perbendahrr".'i Negara, (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2004 Nomor- 5 Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4533);

5'Undang.UndangRepubliklndonesiaNomorl0Tahun20a4
Tentan! peribentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53

Tambahan Lem'baran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);

6' Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004,

Tentarig peirerintahan Daerah. (Lembaran. Negara Republik

lndonelia Tahun 2OA4 No.125. Tambahan (Lembaran Negara

Republik lndonesia No.4488);

7, Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang

perimb-angan X-euangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (r_Lmnaian iegrr" Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

126, rahOanan Lem6aran Negara Republik lndonesia Nomor

4438);

S.Undang-UndangNomor2STahun200gtentangPajakDaerahdan
Retribusi OaerIn (tembaran Negara Republik_lndonesia Tahun

2009 Nomor t 30, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 50a9);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Oaeian iLembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 140);

10, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

provinsi Oan iemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran

Negara Repuuil indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

(Leltrbaran itlegrt, Republik lndonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara

pemberian fnreniif Orn Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak

Daerah oan neiriousi Daerah (Lembaran .Negara Republik

lndonesia ranun ioi0 Norno. 11g, Tambahan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5161) ;

12'PeraturanDaerahKabupatenBalanganNomor02Tahun200S
tentangUrusanPemerintahyangmenladiKewerranganPemerintah
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan fanln iOOe Nofior 0i, Tambahan Lembaran Daerah

KabuPaten Balangan Nomor 43);

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan ryTo'.03 Tahun 2008

tentang pemu"nturin brganisasi ban Tata Kerja Perangkat

DaerahKabupatenBalangan(LembaranDaerahKabupaten
Balangan frnln')OOg Norior 0i, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten e.i"ngrn Nomor 44) sebagaimana dirubah dengan

peraturan pr"rlrr"Nomor g Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturanpr-"ortfanupatenBalanganNomor03Tahun2003



tentang Pembentukan organisasi Dan Tata Kerja Perangkat

Daeraf, Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Tahun 2010 Nomor 09);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10

Tahun 200g tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55)'

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

dan

BUPATI BALANGAN,

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG

PAJAK PARKIR.
Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah'

3. Bupati adalah BuPati Balangan.

perangkat daerah sebagai unsur

4.

5.

o.

Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu. di. bidang perpajakan daerah

seiuai dengan peraiuran perundang-undangan yang berlaku.

PenyidikPegawaiNegerisipilvangselanjutnyadisebut,g:tg?!Il.T:.adalah
p"nyiOif Peg-awai Negeri Sipil Kabupaten ebtangan yang bertugas sesuai dengan

kewenangan yang diaiur dalam peraturan perunding-undangan yang berlaku'

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak irelakukan usaha yang meliputi

perseroan Terbatas, Perseroan Komand-lter, Perseroan lainnya, B-alan Usaha Milik

Negara atau Daeralr dengan nama dan bentuk apapun dan bentuk lainnya'

pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas

penyelenggaraan teripat parkii di [uar badan jalan, baif yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang JiieOiaian sebagai suatu usaha, termasuk

penlediaan tempat penitipan kendaraan bermotor'

parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

sementara.

7.

8,

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan

teknik yang ada pada kendaraan itu sendiri
yang digerakkan oleh Peralatan

Vrng daPat diPergunakan untuk



mengangkut orang ataupun mengangkut barang, terkecuali kendaraan yang

t"rp"titl.i jalur,iaian sendiri dan berjalan di atas rel'

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD' adalah surat

yang oteh Wajib Pajak digunafah ,intuX meliporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek paj?k daniatau bukan objek pajak, dan/atau harta dan

kewajiban ,"ru'ii dengan'ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Paiak'

12, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak' pemotong

pajak,danpemungutpaja}<,yangmempunyaihakdankewajibanperpajakansesuai
dengan ketentuan 

-peraturan perundang-undangan perpajakan daerah'

13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang

diatur dengan F"r"lrtin Kepala paeran paling lama 3 (tiga) bulan kalender' yang

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitlng, menyetor' dan melaporkan paiak

yang terutang.

14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya. 1 (satu) tahun kalender' kecuali bila

Wajib Pajak menggunakan tahun Ouf.,i,rng tidak sama dengan tahun kalender'

15. Pajak yang terutang adalah paiak yang harus-dibayar pada suatu saat, dalam Masa

Pajak, dalam Tan"un Pajak, 
-atau 

d-alam Bagiah Tahun Pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah'

16, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek

dan subjek p;J.k; penentuai u"rrrny-, pajak yang terutang sampai kegiatan

penaginin prj"r. kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

17. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban' modal'

penghasilan dan biaya, serta jumlan f1.tg, perotJnan dan penyerahan barang atau

jasa, yang ditutup dengan. menyusun tap-oran keuangan berupa neraca dan laporan

iaOa'rlgi untuk periode Tahun Pajak tersebut'

lg.surat setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya..disingkat ssPD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran p;lrk" Vrng t"f"h dilakukln dengan menggunakan

formutir atau telah dilakukan d;il; ;;ra lain ke kas daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati'

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang.selanjutnya disingkat SKPDKB'

adarah surat ketetapan pajak v.-ng 
-*-"#niukrn- 

besarhya jumrah pokok pajak,

jumlah kredit pajak, jumlah fe3uranian pembayaran poko[ pajak' besarnya sanksi

Ld*initttrtif, dan lumtafr pajak yang masih harus dibayar'

20. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat

SKPDKBT, adalah surat ketetrp"n pijak yang menentukan iambahan atas jumlah

pajak Yang telah ditetaPkan'

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat.SKPDN' adalah

surat ketetapan pajak yang mene;i;k;; ju,ir"n ngior pajak sama besarnva dengan

jumtah kredit p.il[rt"iipa]aX tidit< teruting dan tidak ada kredit pajak'

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB'

adalah surat ketetapan paiak Vrng ;"n-#ufin juirah keiebihan pembayaran pajak

karena jumlah kredit pajak lebih bEsaiJaripaoa fajak yang terutang atau seharusnya

tidak terutang.



23. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selaniutnya dising.kat STPD' adalah Surat untuk

melakukan tagihan pajak danlatau santri'roriniJtratif berupa bunga dan/atau

denda.

24. Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan

tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan terlentu

dalam peraturan perundang-rnoangan nlrpa;axan.daerah yang terdapat dalam

Surat pemberitahuan Pajak f"iuirng,' S.ltit Ketetapan l"i'.k laerah' Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurang S.y"rr, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambalrin, Surat Ketetapan-F"f'rx laerah Nihil' Surat Ketetapan Paiak

Daerah Lebih Ary",i Surat Tagiiran p#f Daerah, Surat Keputusan Pembetulan'

atau Surat KePutusan Keberatan'

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat

pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keteiapan Pajak Daerah,. SYfl Ketetapan

pajak Daerah Xurang Bayai a;;;i 
.fetetapan p'ajaf Daerah Kurang Bayar

Tambahan, surat Ketetapan paia[ pr"on Nlhit, surat Ketetapan Pajak Daerah

LebihBayar,atauterhadappemotonganataupemungutanolehpihakketigayang
diajukan oleh Wajib Pajak'

26. putusan Banding adalah putusan badan peradilan pllar atas banding terhadap surat
-'' 

K;prisan KeO#atan yang diajukan oleh Wajib Paiak'

27. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan iniormasi keuangan yang. meliputi harta' kewaiiban' modal'

penghasilan dan biaya, serta iumtan ;;tg" perotifran dan penyerahan barang atau

jasa, yang ditutup dengan. *"nyrrun tapiran keuangan berupa neraca dan laporan

irf"'rirgi irntuk periode Tahun Pajak tersebut'

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

DengannamaPajakParkirdipungutpajakataspenyelenggaraanparkir.

Pasal 3

(1) objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan' baik

yang disediakan berkaitan aeng;n iJxor usaha maupun yang disediakan sebagai

suatuusaha,termasukpenyediaantempatpenitipankendaraanbermotor'

(2)Tidaktermasukobje}<pajaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)adalah:

a,penyelenggaraantempatParkirolehPemerintahdanPemerintahDaerah;

b.penyelenggaraantempatParkirolehperkantoranyanghanyadigunakanuntuk
karyawannYa sendiri;

c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat' dan perwakilan negara

ising dengan asas timbal balik;

d. penyelenggaran tempat parkir oleh institusi pendidikan yang hanya digunakan

irntrjt< aktivitas pendidikan; dan

e.penyelenggaraantempatparkirolehpengelolatempatibadahuntukpelaksanaan
kegiatan keagamaan;



Pasal 4

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir

kendaraan bermotor'

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat

Parkir.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
' ' 

dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir'

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
'-' potongan narga parkir ian parkir cuma--cuma yang diberikan kepada penerima jasa

Parkir.

Pasal 6

Tarif pajak parkir ditetapkan 20 % (Dua puluh persen) dari dasar pengenaan pajak'

BAB IV
CARAPERHITUNGANPAJAKDANWILAYAHPEMUNGUTAN

Pasal 7

(1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang-dihitung dengan cara mengalikan tarif

sebagaimana dimaksud daiam- Pasal 6 dengln dasar pengenaan pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5'

(2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi'

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

MasaPajakadalahjangkawaktul(satu)bulankalender.

Pasal 9

(1) Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar dalam waktu masa pajak'

(2) Pajak terutang dalam masa pajak adalah pada saat pembayaran yang telah
' 

ditetapkan sebagai obyek pajak parkir'



BAB VI
PEMBUKUAN/PENCATATAN

DAN PEMERIKSAAN PEMBUKUAN

Pasal 10

(1) Wajib pajak parkir wajib menyelenggarakan pemb.ukuan atau Pencatatan dan
' ' 

Meiefa'piiutasipotongan karcis yang telah diserahkan kepada subjek pajak.

(2) Tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan BuPati.

Pasal 11

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan atau memerintahkan Pejabat untuk' ' 
menguji kepatuhai pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam rangka melaksanakan

Peraturan Daerah ini.

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan meminjamkan dokumen tatalaksana pembukuan yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak

terutang.

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap

perlu dan memberibantuan untuk kelancaran pemeriksaan.

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan'

(2) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan berdasarkan

SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

(3) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, lengkap'

dan ditanda tangani oteh Wajib iralak'atau kuasanya dan disampaikan kepada

Bupati selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak'

(5) Bentuk, isi dan tatacara mengisi SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati'

Pasal 13

wajib pajak yang mengisi sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(2) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang

terutang.



BAB VIII
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 14

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat

menerbitkan :

a. SKPDKB dalam hal :

1). jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang

tidak atau kurang dibaYar;

2). jika SpTpD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu yang

ditentukan dalam peraturan daerah ini dan setelah ditegur secara tertulis tidak

disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3). jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung

secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang'

c. SKpDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak'

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) hu-ruf i ahgfi 1)1an angtia 2) dikenakan sanksi administratif berupa

brng" seUbiar Ta/o (dui persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau

terlimbat dibayar uniuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
' ' pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi idministratif berupa kenaikan sebesar 100%

(seratus persen) darijumlah kekurangan pajak tersebut'

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak

melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada aya! (1)

huruf a angka 
-C1 

J'ifenaXari sanksi administratif beiupa kenaikan sebesar 25o/o (dua

puluh limi persen) dari pokok pajak ditambah, sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang al?u terlambat

diO"y", untuk jang't<a *aftu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak

saat terutangnya Pajak,

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku

penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak

ditetapkan dengan Keputusan Bupati-



Pasal 16

(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan

Bupati.

(2) Ketentua lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD'

SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati'

Bagian Kedua
Tata Cara PembaYaran

Pasal 17

(1) Pembayaran pajak sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB'

SKPDKBT dan atau STPD,

(2) Pembayaran pajak menggunakan SSPD.

Pasal {8

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan'

dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau

menunda PembaYaran Pajak.

(3) Angsuran pembayaran pajak dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan

dikenakan bunga 2o/o (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau

kurang baYar.

(4) Penundaan pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan' dikenakan

bunga 2o/o (duapersen) sebuian darijumlah pajak yang belum atau kurang di bayar'

Pasal 19

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan

pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati'

Bagian Ketiga
Surat Tagihan Paiak

Pasal 20

(1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :

a. paiak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat

salah tulis dan/atau salah hitung;

c. wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda'

(2) Jumlah kekurangan pajak ya.ng terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) nuruf i oan hurui u oitamoan dengan sanksi administratif berupa bunga



sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak
saat terutangnya pajak.

(3) Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Penagihan Pajak

Pasal 2'l

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak
saat jatuh tempo pembayaran.

(2)Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 22

(1) Dasar penagihan pajak adalah SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang mengalami
penambahan jumlah.

(2) Penagihan pajak harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan STPD.

Pasal 23

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera, setelah lewat 21 (dua puluh satu hari sejak

tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis.

Bagian Kelima
Penyitaan

Pasal 24

(1) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 Jam

sesudah tanggal penetapan yang tercantum dalam Surat Paksa, Pejabat dapat

mengajukan upaya penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Obyek dari penyitaan adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan
jaminan pajak.

Pasal 25

(1) Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya

setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal

pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
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(1)

(2) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat

pelaksanaan pelelangan, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis

kepada Wajib Pajak

(3) Kelebihan nilai barang yang dilelang, setelah perlunasan utang pajak dan biaya

pelelangan dikembalikan kepada penanggung pajak yang barangnya telah terlelang

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

SKPD atau lnstansi yang melaksanakan pemungutan paiak dapat diberikan insentif

atas dasar PencaPaian kinerja.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud. pada ayat

(1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah'

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Pejabat yang

telah ditunjuk Yang atas suatu:

a. SKPD;

C SKPDKB;

d. SKPDKBT;

e. SKPDLB;

f, SKPDN.

(1) Keberatan diajukan secara
alasan Yang jetas.

Pasal 28

tertulis dalam bahasa lndonesia dengan disertai alasan-

(2)

(2) Keberaian harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tig?) bulan sejak

tanggal surat, tanggal pemotongan'atJu pemungutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), kecuatiliii Waiin fa;af dapat menunllrran bahwa iangka waktu itu tidak

dipat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya'

(3) Keberatan dapat diaiukan apab_ila wajib Pajak telah membayar paling sedikit

sejumlah yang telah disetujuiWajib Pajak'

(4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak'dianggap sebagai surat Keberatan sehingga

tidak diPertimbangkan.
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(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang

tanda pengiriman surat keberatan melalui
penerimaan surat keberatan.

Pasal 29

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan' sejak tanggal Surat

Ke'beratan diteriml, harus membeii keputusan atas keberatan yang dialukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

menolal<, atau menambah besarnya pajak yang terutang'

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)telah lewat dan Bupati

tidak memberi suatu kep-utusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

Pasal 30

wajib Pa.iak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
pai'af< terhadap keputusai mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati'

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara-tertulis

dalam bahasa lndoiesia, I"ngrn alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)

bulan sejak keputusan diterim?, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan

tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
'-' 

Oendan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding'

Pasal 31

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan se,bagian atau

seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah lmbalan

bunga sebesar 2o/o (du,a persen; sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan.

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejakbulan pelunasan

sampai dengan diterbitkannya SKPDLB'

(3) Dalam hal keberatan wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib Pajak

dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari

jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan palak yang telah

dibayar sebelum mengajukan keberatan'

(4) Dalam hal wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif

berupa denda ienesai 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian' wajib Paiak

dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100o/o (seratus persen) dari

jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak

yang telalidibayar sebelum mengajukan keberatan'

drberikan oleh Bupati atau pejabat atau

surat pos tercatat sebagai tanda bukti

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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(1)

(2)

(3)

(1)

BAB XI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN

PENGHAPUSIN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan

SKpti, SKPDKB, S(pOfAf atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung danlatau kekeliruan penerapan ketentuan

tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Bupati daPat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,

dan 
-kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan

perpajakan Oaeian, dalam-hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib

Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan sKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau sTPD yang

tidak benar,

c. mengurangkan atau membatalkan STPD,

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayaiWajib Pajak atau kondisitertentu objek pajak

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif dan pengurangan atau pembataian ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati'

Pasal 33

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangarr ketetapan dgngtnghapusan

atau pengurangan sanksi administrasi aias Sxpo. SKPDKB, SKPDKBT dan STPD

harus disimpait<an secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Pejabat'

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari seiak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB'

SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(2) Bupati dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat(2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan'

(3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengahapusan atau

pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan'

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK

Pasal 34

(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
' ' palak fepaOa Bupati atlu pejabat Secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-

kurangnYa .

a. Nama dan alamat wajib Paiak;

ti



b. Masa Pajak;

c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan Yang jelas.

(2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak

diterimanya permohonan pehge.mbalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus sudah memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati atau

pejabat tldak memberikan keputusan, permohoxan pengembalian kelebihan

pembayaran pajaf Oianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu

paling lama 1 (satu) bulan-

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pa.iak lainnya' kelebihan pajak sebagaimana

dimaksud ayat (i) pasal ini tingsung-diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2

(dua) bulan sejak diterbitkannya sKPDLB dengan menerbitkan surat Perintah

Membayar Kelebihan Pajak.

(6) Apabita pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2

'-' (dua) OutanlejaX diterbitkannya SKPDL'3, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan

bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran palak'

Pasal 35

(1) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan

cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti

pembaYaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengembalian kelebihan pembayaran

pajak diatur dengan Peraturan Bupati'

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 36

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib

pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah'

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh

apabila.

a.diterbitkannyaSuratTegurandanSuratPaksaatau;

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak

langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagirran dihitung seiak tanggal penyampaian surat

Paksa tersebut.
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(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud
' ' b aialah Wajib 

-ea1af< 
dengan kesldarannya menyatakan masih

pajak dan beium melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagarmana dimaksud

bdapatdiketahuidaripengajuanpermohonanangsuran
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak

pada ayat (2) huruf
mempunyai utang

pada ayat (2) huruf
atau penundaan

(1)

(1)

(2)

Pasal 37

Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan'

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah

kedatuwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

Peraturan BuPati.

BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS

I-i

Pasal 38

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang
' 

diketahui itau diberitah].rkan kepadanya oleh Walib Pajak dalam rangka jabatan atau

pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli

yang IitunluX oieh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah'

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam

sidang Pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan

keterangan kepada pejabat lembiga negara atau instansi Pemerintah yang

berwenang meiakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah'

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berrruenang memberi izin tertulis kepada pejabat
' 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau

tentang WajiO Pajak kepada pihak yang ditunjuk'

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata'

atas permrntaa-n hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara

Perdata, Bupati dapat memberi izin t-ertulis kepada pejabat seba.gaimana dimaksud

pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk

memberikan dan memperlifratkan bukti te-rtulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada

PadanYa.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama

tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara

pidana atau perdita yan{ blrsangkutan dengan keterangan yang diminta'



BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 39

(1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang knusus se-bagai Penyidik untuk melat<utian penyidikan tindak pidana di

bidang pe-rpajakan OaerJn, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai d-ngan ketentuan peraturan perundang-undangan'

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak fiiOana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas'

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

Badan tentang kebenaran pirbuatan yang dilaliukan sehubungan dengan tindak

pidana PerPajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d, memeriksa buku, catatan, dan dokumen larn berkenaan dengan tindak pidana di

bidang PerPajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan'

pencatatan, Oan l-ofumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang, benda, danlatau dokumen yang dibawa:

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan Aanhenyampaikan f,aiif penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui

il"nylOif pejabat foiisi t,tegara Republik lndonesia, sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana'
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BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

(1)Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi' 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak

benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling

lama i (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 41

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui langka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pa;ak atau

berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 42

(1) pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealp_aannya tidak' ' 
memenuhi kewajibln merahaiiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)'

(2) pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak' ' 
memenuhi kewajiblnnya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya

kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2)

dipidina dengan pidanJ kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda

paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar'

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2), sesuai dengan

sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib

Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 43

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2)

merupakan penerimaan negara.
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BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Segala beban biaya terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam

APBD.

(2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah mengenai Pajak Parkir sebelumnya masih dapat ditagih selama
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini' sepanjang mengenai

pelaksanaan teknisnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan-

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Agustus 2011

BUPATT BALANGAN,

Ttd

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. M, RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2011 NOMOR 10

n sesuai dengan aslinya.
ukum Setda Kab. Balangan,

ta

ARIN, SH

rk.r (rv/b)
P. 19611019 199203 1 002
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